DAFTAR PUSTAKA

Absori, 2005, “Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi”, Jurnal
lmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September 2005, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Adrianto, L., “Agenda Makro Revitalisasi Perikanan yang Berkelanjutan”,
Majalah Inovasi, Vol.6/XVIIMaret 2006.

Anwar, Y., Adang, 2008, “Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum
Pidana”, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Asshiddigie, Jimly, 2009, “Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Rajawali Pers,
Jakarta.

Azis, lwan J., L.M. Napitupulu, A.A. Patunru, B.P. Resosudarmo, 2010,
‘Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim”,
Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1994, “Beberapa Aspek Pengembangan lImu Hukum
Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)’,
Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang.

------------- , 1994, “Perbandingan Hukum Pidana’, PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

------------- , 1998, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum Pidana”, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

------------- , 2001, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Hukum”, PT.Cipta Aditya Bakti, Bandung.

------------- , 2002,"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, Citra Aditya
Bakti, Bandung.

------------- , 2008,“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan”, Kencana, Jakarta.

------------- , 2010, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan
Penyusun Konsep KUHP Baru)”, Kencana, Jakarta.

------------- , 2010, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung.

79



------------- , 2010,Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan
Dengan Pidana Penjara”, Genta Publishing, Yogyakarta.

------------- , 2012, “Kebijakan Formulasi: Ketentuan Pidana dalam Peraturan
Perundang-undangan”, Pustaka Magister, Semarang.

Best, Barbara A., 2003, “Implications for Coral Reef Management and Policy:
Trade in Coral Reef Animals, Algae and Products: An Overview’,
Environment Information Clearinghouse, PADCO, Inc., Washington
D.C.

Black, Henry Campbell, 1979, Black’s Law Dictionary, Fifth Edition, West
Publicing C.O., St. Paul Minn,

Dahuri, Rokhimin, et.al., 2001, “Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir
dan Lautan Secara Terpadu”, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Dam, Syamsunar, 2010, “Politik Kelautan”, Bumi Aksara, Jakarta

Erwin, Muhamad, 2009, “Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan
Pembangunan Lingkungan Hidup”, PT.Refika Aditama, Bandung.

Fajar Nurdewata, M., Yulianto Achmad, 2010, “Dualisme Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fauzi, Akhmad, 2005, “Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Issue, Sintesis,
dan Gagasan”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Green, Penny dan Adrew Rutherford, 2000, “Criminal Policy In Transition”,
Hart Publishing, North America (US and Canada).

Hatta, Moh., 2008, “Menyongsong Hukum Responsif Sistem Peradilan
Pidana (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta”,
Galangpress, Yogyakarta.

Helfman, Gane S., 2007, “Fish Conservation: A Guide to Understanding and
Restoring Global Aquatic Biodiversity and Fishery Resources”, Island
Press, Washington DC.

Imron, Masyhuri, “Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut:
Refleksi dan Harapan”, disampaikan pada Refleksi Akhir Tahun yang
diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Imu Pengetahuan Sosial
dan Kemanusiaan—Lembaga Imu Pengetahuan Indonesia, pada
Tanggal 9 Desember 2004 di Jakarta.

Kusnadi, 2007, “Jaminan Sosial Nelayan”, LKiS, Yogyakarta.

80



Kusuma, A.T.S., “Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-Pulau
Terluar Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia”, Jurnal Dinamika, Vol. 10 No. 3, September 2010.

Latuconsina, Huasin,“Identifikasi Alat Penangkapan lkan Ramah Lingkungan
di Kawasan Konservasi Laut Pulau Pombo Provinsi Maluku”, Jurnal
Imiah Agribisnis dan Perikanan (agrikan UMMU-Ternate), Volume 3
Edisi 2, Oktober 2010, FPIK Unidar Ambon.

Likadja, F.E., Daniel F. Bessie, 1988, “Hukum Laut dan Undang-Undang
Perikanan”, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lynch, J.P., Wiliam Alex Pridemore, 2010, “Crime and Public Policy: Crime
in International Perspective’, Oxford University Press, Oxford.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”,
Alumni, Bandung.

-------------- , 2007, “‘Bunga Rampai Hukum Pidana”, PT.Alumni, Bandung.
-------------- , 2010, “Teori-Teori Hukum Kebijakan Pidana”, Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2004, “Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan
Victimologi”, Djambatan, Jakarta.

Nganro, N.R., Gede Suantika, “Urgensi Ecosystem Approach Dalam
Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia’, Round
Table Discussion Majelis Guru Besar - ITB, 24-25 Juli 2009.

Nikijuluw, Victor P.H., 2008, “Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi
Perikanan lllegal”, Cidesindo, Jakarta.

Nurdin, Nurliah, “Kajian Efektifitas Kebijakan Pada Kasus Destructive Fishing
Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Pada
Pulau-Pulau Kecil (Study Kasus Pada Pulau Karanrang Kabupaten
Pangkep Sulawesi Selatan)”, Jurnal Bumi Lestari, Vol.10 No.2,
Agustus 2010, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2012, “Hukum dan Hukum Pidana di Bidang
Ekonomi”, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Palma, M.A., Tsamenyi, M., Edeson, W., 2010, “Promoting Sustainable
fisheries: The International Legal and Policy Framework to Combat
lllegal, Unregulated, and Unregulated Fishing”, Martinus Nijhoff
Publishers, Leiden-The Netherlands.

81



Prasetiamartati, B., “Potensi Komunitas dalam Pengelolaan Ekosistem
Terumbu Karang:Menilik Kasus Pulau Tambolongan, Sulawesi
Selatan”, Majalah Inovasi, Vol.6/XVIllMaret 2006.

Prasetiamartati, Budiati, A. Fauzi, R. Dahuri, A. Fahrudin, H. Lange,
“Destructive Fishery And Fishery Sustainability Assessing Fishery
Sustainability Using A Multi-Criteria Participatory Approach: A Case
Study Of Small Islands In South Sulawesi”, Journal of Coastal
Development, Vol. 9 No.3, Juni 2006.

Priyanta, M., “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di
Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 4,
Agustus 2010.

Rahardjo, Satjipto, 2003, “Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonsia”, Penerbit
Buku Kompas, Jakarta.

Rudy, “Desentralisasi: Menuju Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis
Komunitas Lokal”, Majalah Inovasi, Vol.6 No. XVII, Maret 2006.

Rutherford, Andrew. 1996, “Tansforming Criminal Policy”, Waterside Press,
Winchester.

Santosa, Adri, etal., 2008, “Konservasi Indonesia, Sebuah Potret
Pengelolaan & Kebijakan”, Pokja Kebijakan Konservasi, Bogor.

Salaa, Ridwan, dkk,“Destructive Fishing in Coremap Il Area, Raja Ampat’,
Jurnal Terumbu Karang Indonesia Vol. 1 No. 1, 2011, Department of
Marine Science, FPPK UNIPA.

Salim, Emil, 2010, “Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi”, PT. Kompas
Media Nusantara, Jakarta.

Satria, Arief, 2009, “Ekologi Politik Nelayan”, LKiS, Yogyakarta.

Shahidullah, S.M., 2008, "Crime Policy in America: Laws, Istitution, and
Program”, University Press, Amerika.

Siahaan, N.H.T., 2004, “Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan’,
Erlangga, Jakarta.

Siombo, Marhaeni Ria. ‘Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum
Lingkungan”, Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 3 Juli 2011, Fakultas Hukum
Universitas Tadulako Palu.

------------ , 2010,"Hukum Perikanan Nasional dan Internasional”, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.

82



Sudarto, 1981, “Hukum Pidana”, Cetakan ke-2, PT. Alumni, Bandung.
------------ , 1986, “Hukum dan Hukum Pidana”, PT.Alumni, Bandung.
------------ , 2007 ,“Hukum dan Hukum Pidana’, PT. Alumni, Bandung.
Subagyo, P.J., , 1993, “Hukum Laut Indonesia”, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
------------- , 2005, “Hukum Laut Indonesia”, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Suhaidi, “Perkembangan Ketentuan Tentang Perlindungan Terhadap
Lingkungan Laut Dari Pencemaran di Indonesia”, Jurnal Equality, Vol.
10 No. 1, Februari 2005, Fakultas hukum Universitas Sumatra Utara.

Sunarso, Siswanto. 2005,“Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi
Penyelesaian Sengketa’, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Supriatna, Jatna, 2008, “Melestarikan Alam Indonesia”, Yayasan Obor
Indonesia, DKI Jakarta.

Syahruddin Nawi. 2014, “Penelitan Hukum Normatif Versus Penelitian
Hukum Empiris”, PT Umitoha Ukhuwah Grafika Makassar.

Tim Penyusun Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008, ‘Konservasi
Sumberdaya lkan di Indonesia’, Departemen Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Kelautan Pasisir dan Pulau-Pulau Terpencil
Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut Bekerjasama Dengan
JICA (Japan Internasional Cooperation Agency), Jakarta.

Utama, | Made Arya, 2007, “Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan
Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan’,
Pustaka Sutra, Bandung.

Vatria, Belvi, “Berbagai Kegiatan Manusia Yang Dapat Menyebabkan
Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai Serta Dampak Yang
Ditimbulkannya”, Jurnal Belian Vol. 9 No. 1 Jan. 2010, hal.48.

Wahyono S.K., 2009, “Indonesia Negara Maritim’, Teraju, Jakarta.

Wabhid, Eriyantouw, “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonsia: Pilihan Atas
Instrumen Hukum Pidana’, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, April 2008,
Program Magister Imu Hukum Pasca Sarjana USAKTI.

Yulianto, Hari, 2010, “Quo Vadis Arah Kebijakan Perikanan Indonesia?
Tantangan Dalam Perspektif Hukum dan Kepentingan Nasional
(Bagian 1)”, Jurnal opini Juris, Volume 01, Januari - Maret 2010,
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen
Luar Negeri Republik Indonesia.

83



Website

Arief, Andi Adri, 2009, “Dampak Sosial Ekonomi Penggunaan Alat Tangkap

Tidak Ramah Lingkungan (Destructive Fishing)’,
http://www.scribd.com/doc/14685001/dampak -sosek-destructive-fishing, diakses
27 September 2016.

Alfitrah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam
Hubungannya dengan Perizinan”, http://repository.unhas.ac.id diakses
01 April 2017.

Sherief Maronie, “‘Mengkayji Tindak Pidana Perikanan”,

http://m.kompasiana.com/sheriefmaronie/mengkaji-tindak-pidana-
perikanan_5500cd14a333, diakses 21 Maret 2017.

Suhardi, “Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan (lllegal

Fihing) Di Indonesia”, http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2013/07/aspek-
hukum-penanganan-tindak-pidana.html?m=1, diakses 20 Maret 2017.

Wiryawan, Budy, “Kawasan Konservasi Laut Sebagai Instrumen Pengelolaan
Perikanan Tangkap: Pembelajaran dari Kabupaten Berau, Kalimantan
Timur”, http://repository.ipb.ac.id diakses 29 September 2016.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, 2002, Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional

Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990
tentang Usaha Perikanan.

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2002 tentang usaha perikanan.

84


http://www.scribd.com/doc/14685001/DAMPAK-SOSEK-DESTRUCTIVE-FISHING
http://repository.unhas.ac.id/
http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2013/07/aspek-hukum-penanganan-tindak-pidana.html?m=1
http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2013/07/aspek-hukum-penanganan-tindak-pidana.html?m=1
http://repository.ipb.ac.id/

